
 
RANCANGAN 

 
 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

TAHUN 2011    NOMOR 6 
 
 

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR  6 TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA KERJA 
DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN TATA KOTA 

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen 
pemerintahan yang dinamis diperlukan kelembagaan 
perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan 
seluruh urusan pemerintahan berdasarkan potensi 
dan kebutuhan; 

 
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah, diperlukan penataan kelembagaan dinas 
daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi 
daerah; 
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c. bahwa ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 tahun 2008 
tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 
dewasa ini, sehingga perlu dicabut dan ditetapkan 
kembali; 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;   

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan ( Lembaga Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 
43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 1069, Tambahan Lembaga 
Negara Republik Indonesia Nomor 1890); 

 
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 
Jabatan Struktural (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan 
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4018), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan 
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4594); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

 
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Tunjangan Jabatan Struktural; 
 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 
 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum 
Daerah; 

 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 

2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum 
Daerah; 

 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 

2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 
 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 

2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah; 

 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 

2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah; 

 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

 
dan 

 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

 
 


